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ABSTRAK :  Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h angka 3 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang. 

  Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan 

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan 

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

 

 

 



Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan 

Hulu ini adalah : 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan 



Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah 

Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan 

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1676); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 



Nomor 615); Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 

tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2264/PL.02.1-

SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pemetaan Data TPS; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020 tentang Persiapan 

Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020; Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 119/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang 

Penjelasan Surat KPU Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020; Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 157/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tentang 

Pembentukan dan Bimtek PPDP Pemilihan Serentak Tahun 2020; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/PL.02.1-

SD901/KPU/II/2020 tentang Pencermatan DP4; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 182/PL.02.1-SD901/KPU/II/2020 tentang 

Mengefektifkan Pemetaan TPS Pemilu Terakhir untuk Persiapan Pemilihan 

Serentak 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02- 

Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 261/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2020 tentang 

pencermatan Data Hasil Sinkronisasi dan Persiapan Coklit; Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD901/KPU/VI/2020 

tentang Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan 

Serentak Tahun 2020. 

 

 

 



Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 213/PP.02.1-

Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020 diatur tentang : 

Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan 

Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan 

Hulu Tahun 2020. 

Menetapkan Jenis-Jenis formulir yang akan dipergunakan dalam 

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. 

Menetapkan format formulir lainnya (Surat Pernyataan PPDP, 

Biodata, Daftar nama PPDP, Rekapitulasi Daftar PPDP, dan Pakta 

Integritas PPDP). 

Menetapkan Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya 

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020. 

 

CATATAN :   -   Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu ini berlaku sejak tanggal   

     ditetapkan tanggal 13 Juli 2020. 

-   Lampiran 53 Halaman. 

 

 

 

 

 

 


